BUPAT! WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBROD
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG Y
SISTEM DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA DALAM
PEMNGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN
ANGSARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSORO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Woenosobo Tahun Anggaran 2011 secara lerlib, benar
dan bertangiung jawab, menuntul adanya kemauan
dan kemamguan dari para Pengguna Anggaran
Kuasa Penqguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan
Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat
Komitmen (FPK) Pejabat Pelcksana Teknis Kegiatan
(PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pangeluarar Pembantu kegiatan;

b. bahwa untux menyelenggarakan pemerintahan yvang
oaik dan heicih serla ransparan sesuai dengan prnsip
good governance and clean goverment perlu
melaksanakan kegialan pengadaan barang dan jasa
pemearnntah yang bersih dari kKorupsi, kolusi dan
nepolisme,

c. bahwe unituk memperlancar pelaksanaan Pengadaan
Baranu/Jasa Pemcrintah Kabupaten Wonosobo Tahun
Anggaran 2011 perlu pengaturan Sistem dan Prosedur
Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2011,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka periu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan
Prosedur Prangadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan
Keuangan Naerah Kabupaten “Wonosobo Tahun
Anggaran 2011;



Mengingat

-

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang
Pembentukan Daerah-dasrah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3833);

Undang-UnZang Nomor 28 Tahun 15999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersin dan Bebas dari
Korupsi, Kowsi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Nagara Nomor 3851),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan MNegara (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Taiwn 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4288),
Undang-Urcang MNomor 1 Tahun 2004 teniang
Perbendahsraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia “chun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Urdang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentuken Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemor 4389),

Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonasia 1ahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4439)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang MNomor 32
Tahun 200+ tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbanga.y Keuangan Antara Pemernntan Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
Peraturan Pzmerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Nogara Republik Indonesia Nomor 4578),



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahur 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4603) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Femerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun
2006 lemang Pengelolaan Barang MilikiDaerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor V8 Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Momo. 4855);

12, Peraturan Pamerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemenntahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/
Kota (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomur 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi  Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88 Tambahan
Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomaor 4741);

14.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeran
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam MNegeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

1C. Peraturan Wenteri Pendidikan Naszional Nomor 18
Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2110 Untuk SD/SLB;

17.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19
Tahun 2040 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2010 Untuk Sekolah Menengah Pertama
(SMP):

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40
Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2C10 Untuk Alat Peraga Pendidikan, Sarana



Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik Pendidikan,
Sarzna Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Pendidikan dan Multimedia Interaktif di Sekolah
Dasai/Sekolah Dzasar Luar Biasa (SD/SDLB);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2010
tentang Peiubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dana Alckasi Khusus di
Daerah;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMIK.02/2010
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011,

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PME.07/2010
tentang Pelaxsanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus
Bidang Penaidikan Tahun Anggaran 2010,

22 Keputusan Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor
181/KPTS/N2005 tentang Standar Pedoman
Pengadaan Konstruksi (Lanjutan 1),

23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor O0Z/PRT/KANINVZ009  tentang
Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan

- (ULP) Barar.g/Jasa Pemerintah;

24 Peraturan Caerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008
Nomoor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wenosobo Nomar 2);

25.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo MNomor 2
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010
Nomor 7}, _

26, Peraturan lNaerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10
Tahun 2MC tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 (Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor 15);

27. Peraturan Bupati Wonosocbo Nomor 5 Tahun 2010
tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa
Pemerintah i Kabupaten Wonosobo,

28 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010
tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan {ULP)
Barang/Jasa Pemerintah Di Kabupa'en Wonosobo,

28 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 44 Tahun 2010
tentang t'engadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten Wonosobo Secara Elektronik;

30. Peraturan oupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2010
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kakupaten Wonosobo Tahun 2011;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN

PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2011

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan .

1
2

3.

Dasrah adalah Kabupaten Wenosobo

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah,

Bupati adalah Bupati Wonosobo.

Anggaran Pendapatan dan delanja Daerah Kabupaten Wonoscbo yang
selanjutnya disebut APBD analah APBD Kabupaten Wonosobo. Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD
adalah Perangkat Daerah pada Pemszrintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang/ lasa.

FPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjulnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalsh kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Daerah
lainnya yang prosesnya dirnulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperuleh Barang/Jasa.
Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan Barang danfatzu Jasa milik Negara yang diatur pejabat
Daeral. di masing-masing SKPD.

Pengguna Anggaran yarg selanjutnya disebut PA adalah Pejabat
pemegang kewenangan perggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daersh atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna
APBN/APBD Provinsi .Jawa Tengah, APBD.

Kuasa Pengguna Anggaran yvang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat
yang ditetapkan oleh PA untul menggunakan APBN atau ditetapkan oleh
Bupati untuk menggunakan AFBD.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa.

10, Aparat Pengawas Intein Peraerintah atau pengawas intern pada institusi

lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan
pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi



(1)

(2]

(1)

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk
mancapai sasaran, kelancoian dan ketepatan tercapainya tujuan
Pengadaan Barang/Jasa;

bekerja secara profesional gan mandiri, serta menjaga kerahasiaan
Dokumen Pengadaan Barong/Jasa yang menurut  sifatnya harus
dirahasiakan untuk mencegah lerjadinya penyimpangan dalam
Pengadaan Barang/Jasa;

lidak saling mempengaruhi boik langsung maupun tidak langsung yang
berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

menarima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para
pihak yann terkait, baik seca o langsung maupun tidak langsung dalam
proses Pengadaan Barang/Jasa,

menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran
keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa,

menghindari dan mencegah panyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
dengan tujuan untuk keunturgan pribadi, golongan atau pihak lain yang
secara langsung atau tidak |angéurrg merugikan negara, dan

tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi
atau ranerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari
atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan
Pengadaan Barang/Jasa

Bzgian Ketiga
Organisasi Pengadaan

Pasal 7
Organisasi Pengadaan Barang/lasa di Daerah uniuk Pengadaan
melalui Penyedia Bararg/Jasa terdin atas:
a. PA/KPA:
b. PPK:
c. ULP/Pejabat Pengadaar:, dan
d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
Organisasi Pengadaan Barang/lasa di Daerah uniuk Pengadaan
melalui Swakelola terdiri ata:,
a. PAKPA;
b. PPK; dan
¢. Panitia’Pejabal Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 8
PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
b. mengumumkan secara lias Rencana Umum Pengadaan paling
kurang di website Daerat;
menetapkan PPK,
d. menetapkan ULP/Pejabat Pengadaan,

£



11. Pejabal Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD
adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan
Umum Daerah.

12.Bendalara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah

13.KLasa Bendahara Umum Daciah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah Pejabat yang diber kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas
BUD.

14 Pejabat Penatausahaan Keucngan-SKPD yang selanjutnya disebut PPK-
SKPD adalah pejabat yang malaksanakan fungsi dan tata usaha
keuangan pada SKPD

15, Pejabat Pelaksans Texknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan salu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya

16. Bendahara Pengeluaran edailah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, = menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD prda SKPD

17.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uaag untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

18. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-PPXD adalah Rencana Kerja dan Anggaran
Dinas selaku Bendahara Umum Daerah _

19 Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD seria
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD,

20 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola lleuangan Daerah
yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan
anggaran badan/dinas/bagier keuangan selaku Bendahara Umum
Daerah:.

21 Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja
dan pembiayaan setap SKPD yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan cleh pengguna anggaran.

22 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adalzh dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaar, yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan oleh pengguna enggaran.

23. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan
sebagai dasar penerbitan SPF



24. Surat Permintaan Pemtayaren yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatanvbendahara pengeluaran untuk mengajukan
parmintaan pembayaran.

25.8urat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya
disebut SPP-UP adalah dokumen yang diajukan cleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan uang muka kKerja yang bersifat pengisian
kembalifrevolving yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

26, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disebut SPP-GU adalah dokumen yang digjukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintazn pengganti uvang persediaan yang tidak
dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

27 Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disebut SPP-TU adalah dokumen vyang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untu< permintaan tambahan uang persediaan
guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak
dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan,

28 5ural Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat
SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar
parjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran
gap dengan jumlah, penenma, peruntukan dan waktuy pembayaran
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK,

29 Surat Perintah Membayar vang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD.

30 Surat Perintah Membayar Uang Persedian yang selanjutnya disingkat
SPM-UP  adalah dokumer, vyang diterbitkan oleh pengguna
anggaranfkuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2ZD atas beban
pengeluaran DPA-SKPD yanp dipergunakan sebagai uang persediaan
untuk mandanai kegiatan.

31.5urat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD yann dananya dipergunakan untuk mengganti
uang persediaan yang telah dibelanjakan

32.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persedian yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dckumen yang diterbitkan oleh pengguna
argJgaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari
jumilah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan,



33. Surat Perintah Membayar Largsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan cleh pengguna anggaranfkuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD kepada pihak ketiga

34.5urat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

35 Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APB" atau berasa) dari perolehan lainnya yang sah,

36.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adaiah
SKPD/unit kerja pada SKPL dilingkungan pemerintah daerah yang
dibentuk untuk memberikar pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencar keuntungan, dan dalan melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiansi dan produktiviias

37. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan
yang menyediakan Barang/Pckerjaan KonstruksifiJasa Konsultansi/Jasa
Lainnya.

28 Unit Layanan Pengadaan Jdarangflasa Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disebut ULP, adalah sebuah lembaga non strukiural yang
bertugas mengkoordinasikar seluruh  kegiatan penyelenggaraan
pengadaan barangfjasa dan melaksanakan proses pengadaan
baranglfiasa pada seluruh SYPD atau unit kerja setingkat BUMD o
lingkungan Kabupaten Woncscbo sesusi dengan peraturan perundang-
undangan..

39. Pejabat pengadaan adalah 1 'salu) orang yang diangkat cleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan
barangasa dengan penunjukan langsung pengadaan barang/jasa
konstruksifjasa lainnya yang vemilai paling tinggi Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah) atau penunjukan langsung pengadaan jasa
konsultansi yang bemilai peling tinggi Rp. 50.000.000,00 {lima puluh juta
rupiain).

40 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang
ditetapkan oleh PA/KPA. yang beituigas memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan.

41.Barang adalah seiiap henda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergeiak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

42 Pekerjaan Konstruksi adalsh seluruh pekerjaan yang berhubungan
dengan pelaksanaan konstriksi bangunan atau pembuatan wujud fisik
lainnya.

43 Jasa Konsultansi adalah jasa fayanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbags’ bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir (brainware).

44 Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola
yang telah dikenal luas di unia usaha untuk menyelesaikan suatu



pekerjaan atau segala peker.an dan/atau penyediaan jasa selain Jasa
Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

45 Industn Krealif adalah indust:i yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas,
gagasan onsinal, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan
kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalul penciptaan dan
pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.

45 Sertifikat  Keahlian Penyadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti
pengakuan dan pemerintah &las komoetensi dan kemampuan profes:
dibidang Pengadaan Barang/Jasa.

47. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai
penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain danfatau kelompok
masyarakat.

48. Dokumen Pengadaan adalah wokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat
Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh
para pihak dalam proses Penoadaan Barang/Jasa.

45 Kontral Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah perjanjian tertulis artare. PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau
peiaksana Swakelola

50 Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksifdasa Lainnva untuk semua pekerjaan yang dapat dilkuti oleh
semua Penyedia Barung/Fekerjaan KonstruksilJasa Lainnya yang
memenuhi syarat.

21.Pelelangan Terbalas adaleh metcde pemilihan Penyedia Pekerjaan
Konstruksi untuk Pekorjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang
mampu melaksanakan diyalini terbatas dan untuk pekerjaan yang
kompleks.

52 Pelelangan Sederhana adalch metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah)

53.Pemilihan Langsung adalal metode pemilihan Penyedia Pekerjaan
Konstruksi untuk pekerjaan yang bemilai paling tinggi Rp.200.000.000,00
{dua ratus juta rupiah).

54.5eleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
untuk pekerjaan yang dapat dikuti oleh semua Penyedia Jasa
Konsultansi yang memenuhi svarat.

55 Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).

56.Sayembara adalah metode pemilhan Penyedia Jasa yang
mamparlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi lertentu yang
harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

57.Kontes adalali metode pemilihan Penyedia Barang vyang
memperiombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga
pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan
Harga Satuan.



58. Penunjuken Langsung adaleh metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa
dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jas.a

589 Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada
Penyedia BaranglJasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan
Langsung.

60. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseocrangan dan/atau
bedan usaha yang memenhi krteria Usaha Mikro sebagaimana
dimaksud dalam undang-uncang yang mengatur mengenai Usaha Mikro,
Kecil ¢an Menengah.

d1.Usaha Kecil adalah usaha elonomi produktif yang berdiri sendiri dan
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menenoah atau usaha besar, yang memenuhi
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menangah.

62. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis -
yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat {uncondifional), yvang
dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan
Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPE/ULP
untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

53. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memarlukan teknologi tinggi,
mempunyai nsiko tinggi, menjgunakan peralatan yang didesan khusus
dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100 000.000.000,00 (seratus
rmiliar rupiah).

54 Pengadaan secara elektronik atau e-FProcurement adalah Pengadaan
Barang/Jasa yang dilaksarakan dengan menggunakan teknologi
informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan

65 Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disebut LPSE Katupaten Wonosobo adalah unsur pelaksana
di Pemerintah Daerah yang melayani proses pengadaan barang/jasa
dalam pelaksanan pengadsan barangljasa secara elektonik vyang
menggunakan sistem aplikasi | PSE Nasional

66. Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Tim
LPSE adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa
secara elektronik di lingkungain Pemerintah Daerah.

B:agian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2
(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Pengadaan Barang/Jase di Daerah yang pembiayaannya baik
sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD Provinsi
Jawa Tengah dan APBD



b. Pengadaan Barang/Jasa uniuk investasi di Badan Usaha Milik
Daerah yang pembiayaarnya sebagian atau seluruhnya dibebankan
pada APBN/APBL Provinsi Jateng dan APBD.

(2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBNJAPED
Provinsi Jateng dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mencakup Pengadasn Barangllasa yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber cari pinjaman atau hibah dalam negeri yang
diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

Pasal 3
Pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan
melaiui; '
a. Swakelola; dan/atau
b Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 4
FPengadaan Barang/Jasa oleh Pem.zrintah Daerah meliputi
a. Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi,
o, Jasa Konsultansi; dan
4. Jasa Lainnya.
BAE Il

KETENTUAN DAN PERSYARATAN TENTANG PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANGI/JASA

Begian Pertama
Prinsip-Frinsip Pengadaan

Pasal 5
Pengadaan Barang/Jasa di Daeah menerapkan prinsip-prinsip sebagai
barnkut:
efisien;
efektif;
transparan,
terbuka;
barsaing;
adilftidak disknminatif: dan
akuntabal.

G oo a0 o

Bayian Kedua
Etika Pengadaan

Pasal 6
Fara pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
Daerah harus mematuhi etika sebagai barikut:



e menetapkan Panitia/Pejebat Penernima Hasil Pekerjaan,
f  menetapkan:

1} pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan
Langsung untuk paket Pengadaan  Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas
Rp.100.000.000.000,C0 (seratus miliar rupiah); atau

2) pemenang pada Seleksi alau penyedia pada Penunjukan
Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai
diatas Rp.10.000.000.200,00 (sepuluh miliar rupiah).

g. mengawasi pelaksanaan anggaran,

n. menyampaikan laporan keuangan sesuali dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

1. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULF/Pejabat

Pengadaan, dalam hal tarjadi perbedaan pendapat; dan

|. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh  Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa
(2) Selain tugas pokok dan kewsnangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam hal diperiukan, PA dapat:
a. menatapkan tim teknis; dan/atau
b. menetapkan tim juritim anli untuk pelaksanaan Pengadaan melalu
Sayembara/Kontes.

Pasal 9
1) KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh
Bupali
(2} KPA untuk dana dekonsenirasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh
PA pada Kementerian/Lembegalinstitusi pusat lainnya atas usul Bupati.
(3] KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA

Pasal 10
(1) PPK memiliki tugas pokok d=n kewenangan sebagai berikut:
a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang
meliputi: '
1) spesifikasi teknis BaranglJasa;
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3) rancangan Konritrak.
menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
menandatangani Kontrak;
melaksanakan Konlrak dengan Penyedia Barang/Jasa,
mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
melaporkan pelaksancan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa
kepada PA/KPA; ;
g. menyerahkan hasil pexerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada
PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan,
n. melaporkan kemajuan pakerjaan termasuk penyerapan anggaran
dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap
triwulan; dan

e Ao o



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

I menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.
Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam hal diperiukan, FPK dapat
a. mengusulkan kepada PA/KPA:
1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
3) menetapkan tim pend.ukung;
4) menetapkan tim atau tenagz ahli pemberi penelasan teknis
(@aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
5) menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada
Penyedia Barang/Jasa.

Masal 11

PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk

melaksanakan Pengadaan Earang/Jasa

PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki integritas mora’,

b. Memiliki disiplin tinggi,

c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis dan manajerial untuk
melaksanakan tugas yanq dibebankan kepadanya,

d. Mampu untuk mencambil keputusan, bertindak tegas dan
keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pemnah terlibat
praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

e. Menandatangani Pakta integritas;

f. Tidak menjabat subagai pengelola keuangan;

g. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ja=a;

Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢

adalah:

a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan
bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan
pekerjaan;

b. memiliki pengalaman pziing kurang 2 (dua) tahun terlibat secara
aktif dalam kegiatan vyang berkaitan dengan Pengadaan
Barang/Jasa; dan

. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok  dalam
melaksanakan setiap lugas/pekerjaannya.

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani

Kontrak dengan Penyedia Barang/lasa apabila belum tersedia

anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat

mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk
kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD

Dasgal 12

Tugas pokok, kewenangan dan susunan organisasi ULP ditetapkan oleh
Bupati



(1)

(2}

(3)

()

(1

{(2)

(2)

Pasal 13
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok
Kerja.
Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk:
a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai
diatas Rp100.000.000,02 (seratus juta rupiah);
b. Pengadaan Jasa Konsu'lansi dengan nilai diatas RpS50.000.000,00
(lhna puluh juta rupiah).
Anggota Kelompok Kerja berniumiah gasal beranggotakan paling kurang
3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas
pekerjaan.
Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibaniu
oleh tim atau tenaga ehli pemberi penjelasan teknis (aanwizer)

Pasal 14
Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat
dilaksanakan okeh ULP atau 1 (satu) crang Pejabat Pengadaan.
Paket Pengadaan .Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi
Rp.50.000.000,00 (lima puiuh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP
atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan,
Pengadaan Langsung dilzksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat
Pengadaan.

Pasal 15

Anggota ULP dilarang duduk sebagai;

a
o
c.

(1)
(2)

(3}

(4)

PPK;

pengelola keuangan, dan

APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk
Pengadaan Barang/Jasa yanq dibutuhkan SKPD,

~asal 16

PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
Anggota Panitia/Pejabat Per.erima Hasil Pekerjaan berasal dan SKPD
dan atau instansi lainnya.
Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD
atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dan
bukan pegawai negeri,
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atau acuan lainnya wajib memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a, memiliki integritas, dsiplin dan tanggung jawab dalam

melaksanakan tugas,
b. memahami isi Kontrak;
c. memiliki kualifikasi teknis;
d. menandatangani Pakta [legritas; dan



(5)

(6)

(7
(8)

(1}

e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untulk;

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

b. menerima hasil Pergadaan Barang/lasa setelah melalui
pemeriksaan/pengujian; dan

c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan.

Dalam hal pemeriksaan BaranglJasa memerlukan keahlian teknis

khusus, dapat dibentuk timtenaga ahli untuk membantu pelaksanaan

tugas Panitia/Pejabat Peneiima Hasil Pekerjaan,

Timftenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh

PA/KPA.

Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah

berkoordinasi dengan Penggina Jasa Konsultansi yang bersangkutan

Pasal 17

Penyedia Barang/Jasa Daerah dalam pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa wajib memenuh persyaratan sebagai berikut;

a. memenuhi kelentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjalankan kegiatan/usaha;

b, memiliki keahlian, pengzlaman, kemampuan teknis dan manajerial
untuk menyediakan Barangl/Jasa,

c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia
Barang/Jasa dalam kurun wakiu 4 (empat) tahun terakhir baik
dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman
subkontrak;

d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi
Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 2 (tiga) tahun;

e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain
yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. dalam hal Penyedia Barangflasa akan melakukan kemitraan,
Penyedia BaranglJasa harus mempunyai perjanjan kerja sama
operasikemitraan yanyg memuat persentase kemitraan dan
perusahaan yang mewakill kemitraan tersebut;

g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk
Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan
pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

h. memiliki Kemampuan Dusar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali
untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;

i Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,
harus memperhitungka:n Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai
brerikut:

SKP=KP-P
KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:



(2]

(3)

(4)

(1)

(2)

(3

a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan
sebanyak 5 (lima) pakel pekerjaan; dan
b, untuk usaha ron kecl, nilai Kemampuan Paket (KP)
ditentukan sebar.yak 6 {enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
P = jumiah paket yang sedang dikerjakan.
N = jumlan paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangan pada
saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir,

} tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya

tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang berlindak untuk dan
atas nama perusahaan lidak sedang dalam menjalani sanksi pidana,
yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani
Penyedia Barang/Jasa,

k. sebagal wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) dan telah memenuhi Kewajiban perpajakan tahun terakhir
(SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh
Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi
Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam
tahun berjalan,

|. secara hukum mempurval kapasitas untuk mengikatkan diri pada
Kont ak;

m. tidak masuk dalam Daftar Hitam;

n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijengkau dengan jasa
pengiriman; dan '

0. menandatangani Pakla Irtegritas.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d,

huruf f, huruf b dan huruf | dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa

orang perorangan.

Peguwai Negeri dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang

bersangkutan mengambil vl diluar tanggungan negara.

Penyedia Barang/iasa yang keikutsertaannya  menimbulkan

pertentangan kepentingan diarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 18

Kemampuan Dasar sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17 ayat (1)

huruf h pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil

dihitung dengan keterituan sebagai berikut:

a. Untuk Pekerjaan Konstruksi, Kemampuan Dasar sama dengan 3
NPt (Nilai Pengalam:zn Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun
terakhir); dan

b. Untuk Pengadaan Jasa Lainnya, Kemampuan Dasar sama dengan
5 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun wakiu 10 tahun
terakhir),

Kemampuan Dasar paling kurang sama dengan nilai total HPS dari

pekerjaan yang akan dilelangkan.

Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Pengadaan

Barang/Jasa tidak dapat diil:uti oleh perusahaan nasional karena belum

ada perusahaan nasional yang mampu memenuhi Kemampuan Dasar.



(4)

(1}

12}

Dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah Kemampuan Dasar
dari perusahaan yang mewakili kemitraan (leadfirm).

Pasal 19

Dalam hai sifat dan lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terlalu

luas, atau jenis keahlian yang diperiukan untuk menyelesaikan kegiatan

tidak dapat dilakukan cleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa, maka dalam
pelaksanaan Pengadaan Bzrang/Jasa:

a. dibsvikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia
Barang/Jasa saling bergibung dalam suatu konsorsium atau bentuk
kerja sama lain, dan/atau

b. diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia Barang/Jasa
atau konsorsium Penyec,a Barang/Jasa untuk menggunakan tenaga
ahli asing.

Tenaga ahli asing sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

digunakan sepanjang dipedukan untuk mencukupi kebutuhan jenis

keailian yang belum dimiliki dan untuk meningkatkan kemampuan
teknis guna menangani keoiatan atau pekerjaan.

Pasal 20
Format Keputusan PA/KPA tentang pembentukan ULP/Pejabat

Pengadaan Barang/Jasa dan Pembentukan Panitia/Pejabat penerima hasil
pekerjaan sebagai mana tercantum pada format 1,234 dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB I
METCDE PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANGIJASA

Bagian Kesatu

Melode Pemilihan
Penyedia Barang/Pekerjaan KonstruksifJasa Lainnya

Pasal 21

(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilinan

)

13

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan
Pelelangan Sederhana;

Penunjukan Langsung;

Pengadaan Langsung; Atau

. Kontes/Sayembara,

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:
a. Pelelangan Umum:

b. Pelelangan Terbatas,

c. Pemilihan Langsung;

d. Penunjukan Langsung; =tau

® Qa0 D



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

{3)

(4)

(1)

(2}

(3)

e. Pengadaan Langsung.

Kontes/Sayembara dilakukin  khusus untuk pemilihan Penyedia
Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif dan
budi ya dalam negeri, '

Pasal 22
Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan KonstruksifJasa Lainnya pada
prinsipnya dilakukar mezlui metode Pelelangan Umum dengan
pascakualifikasi.
Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kumpleks dan diyakini
jumlzh penyedianya tarbatas, pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi
dilakukan dengan Pelzlangan Terbatas.
Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/lJasa Lainnya melalui
Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kuwang di website
Kabupaten Wonosobo, dan papan pengumuman resmi  untuk
masyarakal serta Portai Pengadaan melalui LPSE, sehingga
masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi
kualifikasi dapat mengikutirya
Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.

Pasal 23 :
Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinga
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan:
a. Pelelangan Sederhana uniuk Pengadaan Barang/Jasa Lannya; atau
b. Pemilihan Langsung uniuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi,
Pelelangan Sederhana atou Pemilihan Langsung dilakukan melalui
proses pascakualfikasi.
Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang-
kurangnya di website Daerah, dan papan pengumuman resmi unfuk
masyarakat serta Portal Pengadaan melalui LPSE, sehingga
masyarakat luas dan duma usaha yang berminat dan memenuhi
kualifikasi dapat mengikutinya.
Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada
negosiasi teknis dan harga.

Pasal 24

Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan
ronstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:
a. keadaan tertentu; danfateu
b, pengadaan Barang khwusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa

Lainnya yang bersifat knusus.
Penunjukan Langsung diakukan dengan mengundang 1 (satu)
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/lasa Lainnya yang dinilai
mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun
harga sehingga diperoleh herga yang sesuai dengan harga pasar yang
Jerlaku dan secara teknis capat dipertanggungjawabkan.



(4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan
Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya, meliputi:

(5)

a

penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan

waktu penyelesaian pekerjaannya harus segeraftidak dapat ditunda

untuk:

1) pertahanan negara;

21 keamanan dan ketertihan masyarakat;

3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan
pekerjaannya tidak dapat ditundaharus dilakukan segera,
termasuk; akibat bercana alam dan/atau bencana non alam
dan/atau bencana sosial, dalam rangka pencegahan bencana
dan/atau akibat kerusakan saranal/prasarana yang dapat
menghentikan kegiaton pelayanan publik.

pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak
untuk menindaklanjuti <omitmen internasional dan dihadiri oleh
Presiden\Wakil Presider:
kegiatan menyangkut partahanan negara yang ditetapkan oleh
Menten Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan
ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia; atau
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya
dapat dilaksanakan Jlen 1 (satu) Penyedia Barangl/Jasa Lainnya
karena 1 (satu) pabrikan, 1 (safu) pemegang hak paten, atau pihak
yang telah mendapat izin dan pemegang hak paten, atau pihak yang
menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin darni
pemerintah,

Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang

bersifat khusus yang men'ungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung
meliputi;

a.

b.

Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resni yang ditetapkan
pemerintah;

P~2kerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan
sistem konstruksi dan 33tu kesatuan tanggung jawab atas risiko
kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat
direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);
barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks
yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi
khusus dan hanya ada ' (satu) Penyedia yang mampu;

Pekerjaan Pengacaan dJan distribusi bahan obat, obat dan alat
kesehatan hebis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat
untuk pelaksanaan penirgkatan pelayanan kesehatan masyarakat
yang Jenis dan harganya lelah ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggung jawab dibviang kesehatan,

Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk
pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada
masyarakat;



(6)

()

(8)
1)

(1)

(2)

(1)

f. Sewa penginapan‘hotelfruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat
diakses oleh masyarakat, atau

g. Lanutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau
tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran sarta
penyesuaian harga yany Japat diperanggungjawabkan

Pengadaan Langsung aapat dilakukan terhadap Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bemilai paling tinggi

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai

berikut: ,

merupakan kebutuhan cperasional Daerah;

teknologi sederhana,

risiko kecil; dan/atau

dilaksanakan oleh Penyerdia Barang/Jasa usaha orangperseorangan

danfatau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket

pekeraan yang menuntut kompetensi teknis vang tidak dapat

dipenuhi oleh Usaha Miliro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Pengad 1an Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di

pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.

PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai

alasan untuk memecah poket Pengadaan menjadi beberapa paket

dengan maksud untuk mengnindari pelelangan.

oo oW

Pasal 25
Saynmbara digunakan unt.k Pengadaan Jasa Lainnya yang memiliki
karakteristik sabaga: berikut
a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi,
budaya dan metods pelaxsanaan tertentu; dan
b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan
c. Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang vyang memiliki
karakteristik sebagai berikut:
1} tidak mempunyai harga pasar, dan
2) tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif dan
teknis bagi:
a. Penyedia Barang yang ekan mengikuti Kontes;
b. Penyedia Jasa Lainnya yang akan mengikuti Sayembara.

Bagian Kedua
Me.ode Pemilihan
Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 26
ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilinan
Penyedia Jasa Konsultans|,
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Pemilihan Penyedia Jasa Konsultensi dilakukan melalui negosiasi
teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga
pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:

a. Seleksi yang terdin atas S zleksi Umum dan Seleksi Sederhana;
b, Penunjukan Langsung,

c Pengadaan Langsung,; atau

d. Sayembara.

Pasal 27
remilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalu
Metode Seleksi Umum.
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum
diumumkan sekurang-kurangnya di website Daerah, dan papan
pengumuman resmi untuk masyerakat serta Portal Pengadaan melalui
LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta
memenuhi kualifikas. dapat mengikutinya.
Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh)
Penyedia Jasa Konsultansi.

Pasal 28
Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa
Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dan segi biaya
seleksi.
Seleksi Sederhana dapat di.akukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi
yang:
a. bersifat sederhana; dan
b. bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
Femilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi
Sederhana diumumkan paling kurang di website Kabupaten Wonosobo
dan papan pengumuman resmi unluk masyarakat serta Portal
Pengadaan melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha
yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya,
Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 (tiga) sampai 5
{lima) Penyed:a Jasa Konsultansi.

Pasal 28

Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi

dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.

Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud, meliputi:

a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan
waktu penyelesaian pekarjaannya harus segeraftidak dapat ditunda
untuk:

1) pertahanan negara;
2) keamanan dan ketertiban masyarakat;



(3]

i)
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{4)

3) keselamatan/perlindungan masyarakat vyang pelaksanaan
pekerjaannya hdak dapat ditunda/harus dilakukan segera,
termasuk akioat ber.cana alam dan/atau bencana non alam
dan/atau bencana sosial. dalam rangka pencegahan bencana
danfatau akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat
menghentikan kegiawzn pelayanan publik;

b. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh
Menteri Pertahanan serla kegiatan yang menyanigkut keamanan dan
ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia,

c. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jass
Konsultansi; dan

d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pamegang hak
cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin
pemegang hak cipta.

Penunjukan Langsung dilekukan dengan melalui proses prakualifikasi

terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi,

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa

ronsultansi yang memiliki keraktenstik sebagai berikut:

a. mearupakan kebutuhan operasional K/L/D/; danfatau

L. bernilai paling tinggi Rp.£23.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

c. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu] Pejabat
Pengadaan

FA/KPA dilarang menggunskan metode Pengadaan Langsung sebagal

alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket

dengan maksud untuk menghindari Seleksi.

Pasal 30

Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang
memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. merupakan proses dar nasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan

metode pelaksanaan teriantu; dan
b. tidak dapat ditetapkaii berdasarkan Harga Satuan,
ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif bagi
Penyedia Jasa Konsultansi yang akan mengikuti Sayembara.
Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh ULP/Pejabat
Pengadaan setelah mendapst masukan dari tim yang ahli dibidangnya.
Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN KONTRAK
Bzgian Kesatu
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Pasal 31

Surat Perintah Mulai Kerja (SPNMk) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:



a Selambat-lambatnya 14 (empal belas) hari sejak Penetapan Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa (PPBI', Pejabat Pembuat Komitmen sudah harus
menerbitkan SPMK :

Dalam SPMK dicantumkan szat paling lambat dimulainya pelaksanaan
kontrak yang akan dinyatakan pihak kedua dalam pernyataan dimulainya
pekerjaan ,

Untuk Surat Perjanjian Kerja (SPK) / kontrak sederhana, tanggal dimulai

kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatanganan Surat

Perintah Kerja {(SPK) atau tanggal dikeluarkannya SPMK

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Umum Kontrak
Pasal 32

=yarat-syarat umum kontrak meliouti .

=

Ketentuan Umum vyang badaku untuk semua jenis kontrak dan
merupakan ketentuan-ketemuan pokok dapat diterapkan pada semua
jenis kontrak.
Definisi adalah uraian atau pengerlian mengenai istilah-istiah yang
digunakan dalam konfrak, istilah-istilah tersebut dijelaskan dan diberi arti
atau tafsiran sehingga isi kont-ak mudah dipahami oleh setiap orang yang
membacanya dan tidak ditafsi kan atau diartikan lain
FPenerapan adalah ketentuan oahwa syarat-syarat umum kalau kontrak ini
diterapkan secara |luas tetap tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan
yang ada dalam kontrak.
Asal Barang dan Jasa adaah ketentuan mengenai penjelasan dari
negara mana asal barang dan jasa yang menjadi obyek perjanjian dalam
kontrak. #sal barang adalah iempat barang diperoleh antara lain ; tempat
barang ditambang, tumbuh awau diproduksi dalam ketentuan ini juga
harus dirinci komponen dalem negeri dan komponen impornya, Asal
barang harus dibedakan dernyan negara penjual. Penjelasan dan rincian
komponen dalam negeri dan impor dijelaskan pada syarat-syarat khusus
kontrak.
Pengaunaan dokumen-dokumen kontrak dan informasi adalah ketentuan
mengenal penggunaan dokomen-dokumen kontrak atau dokumen lain
yang berhubungan dengar kontrak, misalnya ketentuan-ketentuan
kontrak, spesifikasi texnik, gambar-gambar, pola, contoh serta informasi-
informasi yang berkaitan dengan kontrak oleh penyedia barangfjasa
dengan ijin tertulis penggunaan barang/jasa.
Hak Paten, Hak Cipta dan Merk adalah ketentuan yang mengatur
kewajiban penyedia barang/jasa untuk melindungi pengguna barang/jasa
untuk melindungi pengguna barangfjasa dari segala tuntutan atau klaim
dari pihak ketiga atas pelanaggaran hak paten, hak cipta dan merk.
Jaminan adalah ketentuian mengenai jaminan yang harus disediakan oleh
penyedia barangfjasa maliputi:
1) Jaminan uang muka diberikan kepada pengguna barangfjasa dalam
rangka pengambilan uang muka dengan nilai minimal sama dengan
besarnya uang muka yanyg diminta;



Z) Jaminan perlaksanaan diberikan kepada pengnuna barangﬁaé&
sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar jaminan
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, besarnya jaminan
pelaksanaan bagi penawaran dinilai terlalu rendah lebih kecil dari 80%
(delapan puluh persen) HFS, dinaikkan menjadi sekurang-kurangnya
persentase jaminan peolaksanaan yang telah ditetapkan dalam
dokumen pengadaan dikaikan dengan 80 % HPS.

4} Jaminan pemeliharaan dJiberikan kepada pengguna barang/jasa
setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 %, besarmya jaminan bentuk
dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut diatas disesuaikan
dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen pengadaan.

. Asuransi adalah ketentuan mengenai asuransi yang harus disediakan

oleh pihak penyedia barang/(3sa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan

yaitu

1) Pihak penyedia barangfasa harus mengasumsikan semua
barang/jasa harus mengacuransikan semua barang dan peralatan-
peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan,
pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan
pekerjaan kontrak atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-
ker usakan, kehilangan, s2rta resiko lain yang tidak dapat diduga.

Z) Pihak penyedia barangjesa harus mengasumsikan pihak ketiga
sebagai akibat kecelakaan ditempat kerjanya.

3} Besarnya asumsi ditentukan didalam dokumen pengadaan

Pembayaran adalah ketentuan mengenai cara-cara dan  termyn

pembayaran serta mata uwang yang digunakan, dan harus sesuai

disesuaikan dengan ke*entuzn daiam dokumen anggaran.

Harga adalah keentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh

pengguna barangfasa kepada penyedia barangljasa atas pelaksanaan

pekerjaan dalam kontak dan targa kontrak harus jelas, pasti, dan dinng
sumber pembiayaannya.

. Amandemen Kontrak adalah ketentuan mengenai perubahan kontrak

Pembahasan kontrak dapat terjadi apabila :

1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan
oleh para pihak dalam kontrak, sehingga mengubah lingkup pekerjaan
dalam kontrak:

2} Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibal adanya perubahan
pekerjaan;,

J) Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekeraan dan
perubahan pelaksanaan pakerjaan:

4) Amandemen bisa dilakukan apabila disetujui oleh para pihak yang
membuat kontrak tersebut.

Hak dan Kewajiban Para Pihak adalah ketentuan mengenai hak-hak yang

cimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

pengguna barangfjasa dan penyedia barang/jasa dalam melaksanakan
oleh pengguna barangfjasa dan penyedia barangfjasa dalam
melaksanakan Lontrak. Hak aan kewsjiban para pihak adalah :

1) Hak dan kewajiban pihak pengguna barang/jasa



2) Hak dan kewajiban pihak penyedia barang/jasa

. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah ketentuan mengenai ;

1) Kapan kontrak mulai berlaku

2) Kapan pekerjaan mulai dimualai dilaksanakan

3) Kapar penyerahan hasil pzkerjaan dari penyedia barang/jasa kepada
pengguna barang/jasa

Pengawasan adalah ketentuan tentang kewenangan pengguna
barangl/jasa melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan pekerjaan yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh pihak
penyedia barang/jasa. Apadiia diperlukan oleh pengguna barangfjasa
karena pengguna barang/aca tidak dapat melakukan pemeriksaan atau
pengawasan maka penggura barang/jasa dapat memerintahkan kepada
pihak ketiga untuk melakukar pengawasan dan pemeriksaan atas semua
palaksanaan pekerjaan ysn7 sudah atau sedang dilaksanakan oleh
penyedia barangljasa.

Keterlambatan Pelaksanaan Fekerjaan adalah ketentuan mengenai :

1) Hal-hal yang berkaitan dengan keterlambatan dalam pelaksanaan
pekerjaan oleh pihak penyedia barangfasa atau pengguna
barangfjasa dari jadwal yang ditentukan dalam kontrak

2) Sanksi yang diberikan kepada pihak penyedia barangfjasa atau
pengguna barang/asa jika terjadi keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan

3) Pengecualian dari ketentuan angka 2) akibat keadaan kahar,

. Keadaan Kahar adalah suafu keadaan yang terjadi diluar kehendak para

pihak, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak

dapat dipenuhi. Ketentuan untuk keadaan kahar adalah:

1) Yang digolongkan keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan,
revolusi, bencana alam, banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus,
tanah longsor, wabah penyakit, angin topan, pemogokan, kebakaran
dan gangguan industri lainnya.

2) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak

4) Keterlambatan pelaksanadn pekerjaan yang diakibatkan oleh karena
terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi

4) Siapa yang menanggung kegiatan akibat terjadinya keadaan kahar,
diserahkan pada kesepaksaian para pihak

3) Tindakan yang diambil uituk mengatasi terjadinya keadaan kahar,
diserahkan kepada kesep=«atan dari para pihak,

. Itikad Baik adalah asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak

yang terdapat dalam kontrak. Para pihak setuju untuk melaksanakan

perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing
pihak. Jika selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka
diupayakan tindakan yang teroaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Pemutusan Kontrak adalih ketentuan mengenal kapan kontrak dapat

diputuskan, dibagi dua yaitu :

1) Pemutusan kontrak oleh pihak penyedia barang/jasa

2) Pemutusan konfrak oleh pihak pengguna barang/ jasa
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Penyelesaian Perselisihan adalah ketentuan mengenai penyelesaian

perselisinan atau sengheta artara para pihak dalam kontrak. Cara yang

diambil dapat melalui pengadilan atau diluar pengadilan yaitu melalui

musyawarah, meditasi, wonsiliasi atau orbitrase di Indonesia.

Bahasa dan Hukurn adalah ketentuan mengenai bahasa dan hukum yang

digunakan dalam kontrak. Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia

kecuali dalam rangks pinjaman/hibah luar negeri dapat menggunakan

bahasa Inggris. Hukurn yang digunakan adalah hukum yang berlaku di

Indonesia.

Perpajakan adalah keientuan mengenai perpajakan sesuai dengan

ketentuan perpajakan yang terlaku di Indonesia

Korespondensi adalah  kstentuan  kontrak mengenai  semua

korespondensi yang dapat berbentuk sural, telex, atau kawat dan

ditujukan kepada alamat para pihak. Dijelaskan alamat para pihak yang

digunakan sebagai alamat korespondensi.

Penggunaan Penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil

1) Apabila penyedia barangfasa yang ditujukan adalah penyedia
barangfjasa usaha kecil termasuk koperasi kecil, maka dalam kontrak
dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan
sendin oleh penyedia harangfasa yang ditunjuk dan dilarang
diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.

<) Apabila penyedia barangfasa yang terpilih adalah penyedia
barang/jasa bukan usaha kecil termasuk koperasi «ecil, maka dalam
kontrak dimuat : penyedia barang/fasa wajib bekerja sama dengan
penyedia barang/jasa usata kecil termasuk koperasi kecil antara lain
dengan  mensubkontraikan sebagian pekerjaannya, dalam
melaksanakan kewajiban diatas penyedia barangfjasa terpilih tetap
bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekeriaan tersebut,
bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan, dilarang
mensubkontrakkan seluruh pekerjaan tersebut dan membuat laporan
periodik mengenai pelaksanaan ketetapan diatas

Apabila ketentuan tersebut Jiatas dilanggar, maka kontrak batal dan

penyedia barangfjasa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

Bagian Ketiga
Jenis Kontrak

Pasal 33
ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan jenis Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa, '
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi .
a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran,
b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran,
c. Kontrak berdasarkan se.mber pendanaan; dan
d. Fonirak berdasarkan jen's pekerjaan.
Kontrak Pengadaan Bareng/Jasa berdasarkan cara pembayaran
sebagaimana dimaksud peda ayat (2) huruf a, terdiri atas:



(4)

(5)

(1)

(2]

(3)

Kontrak Lumg Sum;

Kontrak Harga Satuan,

Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan,

Kontrak Persentase, dan

Kontrak Tenima Jadi (Turnkey).

I{uﬂtrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdin atas:

a. Kontrak Tahun Tunggal; dan

b. Kontrak Tahun Jamak.

Kontrak Pengadaan Bararg/Jasa berdasarkan sumber pendanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, terdin atas:

a. Kontrak Pengadaan Tunggal,

b, Kontrak Pengadaan Bersama: dan

¢ Kontrak Payung (Frame work Confract).

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan
sebagaimana dimaksud paaga ayat (2) huruf d, terdiri atas:

a. Kontrak Pengadaan Pel:erjaan Tunggal; dan

b. Kontrak Pengadaan Pek=rjiaan Terintegrasi.

®anom

Pasal 34

Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas

penyelesaian seluruh pakerjaan dalam batas waktu tertentu

sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. juminh harga pasti dan (=tap serta tidak dimungkinkan penyesuaian
harga,

b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;

c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang
dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;

d. sifat pekerjaan beroriertasi kepada keluaran (output based),

e. total harga penawaran bersifat mengikat, dan tidak diperbolehkan
adanya pekerjaan tamtah/kurang.

Kontrak Harga Satuan inerupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas wakiu yang telah

ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Harga Satuan pasti dan telap untuk setisp satuan atau unsur
pekerjaan dengan spesifkasi teknis tertentu;

b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada
saat Kontrak ditandatangani;

c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas
volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh
Penyedia Barang/Jasa; dan

d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil
pengukuran bersama alas pekerjaan yang diperiukan.

Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang

merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu)

pekerjaan yang diperjanjikan.
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Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa

Keonsultansi/Jasa Lainnya, cengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyedia Jasa Konsultansillasa Lainnya menerima imbalan
berdasarkan persentase Jari nilai pekerjaan tertentu; dan

b. pembayarannya didasakan pada tshapan produkikeluaran yang
dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak,

Kontrak Terima Jadi (7umkey) merupakan Kontrak Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstrulsi/Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh

pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. jumlah harga pash dan tetap sampai seluruh pekeriaan selesai
dilaksanakan; dan

b. pembayaran dilakukan terdasarkan hasil penilaian bersama yang
menunjukkan bahwa pekerjgan telah dilaksanakan sesuai dengan
kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 35

Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan

pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahur

Anggaran.

wontrak Tahun Jamak di daerah disetujui oleh Bupati sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan

pekerjgannya unfuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas

beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan:

a. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas
Rp.10.000.0C0.000,00 (sepuluh miliar rupiah):

b. Kepala SKPD yang Cersangkutan untuk kegiatan yang nilai
kontraknya sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) bagi kegiaten: penanaman benih/bibit, penghijauan,
pelayanan penntis lautiudara, makanan dan obat di rumah sakit,
pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan
pengadaan jasa cleaning service.

Pasal 36

Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh 1

(satu) PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/lasa tertentu untuk

menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu,

Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa

PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan

pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-

masing PPK yang menandatangani Kontrak.

Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga

Satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat

dimanfaatkan oleh Daerah, dengan ketentuan sebagsi berikut:

a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien,
ketersedisan Barang/Josa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara
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berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat
ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan
b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/SKPD yang didasarkan
pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap
volumefkuantitas peker;aan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia
Barang/Jasa secara nyala
Pembebanan anggaran unfuk Kontrak Pengadaan Bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam kesepakatan
pendanaan bersama.

Pasal 37

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa yang hanya terdiri dan 1 (satu) pekerjaan perencanaan,
pelaksanaan atau pergawasan.

Kontrak Pengadaan Pelierjaan Terintegrasi merupakan Kontrak
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan
menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau
pengawasan.

BAB V

KEGIATAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 38
Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Bupati selaku pemegang kekuasaaan pengelolaan keuangan daerah
melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
b. Kepala (SKPD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
yang mempunyai tugas malaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal ini
adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (DPPKAD);
c. Kepala Satuan Kena Perangkat Daerah (SKPD) selaku PA/PE.
Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati berdasarxan prinsip pemisahan kewenangan antara
yang memerintahkan, menguji dan yang menerima danfatau
mengeluarkan uang.

Pasal 39
sekretaris Daerah selaku Hoordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
membantu  Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
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Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana dimaksud ayar (1), mempunyai tugas koordinasi di

bidang:

a penyusunan dan pelaksanann kebijakan pengelolaan APBD;

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik
Daerah;

¢, penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD,

o penyusunan Rencana Pendapatan Daerah, APBD, perubahan
APBD dan pertanggungjaw:ban pelaksanaan APBD; dan

e. lugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabal
pengawas keuangan daeran,

Penyusunan laporan kauangan daerah dalam rangka

pertanggungawaban pelaksanzan APBD

Selain mempunyai tugas Keordinasi sebagaimana dimaksud diatas,

Sekretaris Daerah mempunyai fugas -

a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),

b. menyiapkan pedoman pelaisanaan APBD,

c. menyiapkan pedoman p2ngelolaan barang daerah;

d memberikan persetuyuan pengesahan - DPA  SKPD/Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anygaran (DPPA) SKPD; dan

2. melaksanakan lugas-tugas koordinasi - pengelolaan keuangan
daerah lainnya berdasarkan “wasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Koordinator pengelolaan keusngan daerah bertanggung jawab atas

pelaksanaan lugas sebagaimezna dimaksud diatas kepada Bupati

Pasal 40

Kepala SKPKD selaku PPKD dalam hal ini adalah Kepala DPFKAD

mempuryai tugas :

a menyusun dan melaksanalian kebijakan pengelolaan keuangan
Jaerah;

D. menyusun rancangan APEL dan rancangan Perubahan APBD,

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah vyang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

d. melaksanakan fungs: Bendahara Umum Daerah (BUD},

@ menyusun  laporan  keuangan  daerah  dalam  rangka
pertanggungjawsban pelaksanaan APBD, dan

f. melaksanakan tugas iainnyc berdasarkan kuasa yang dilimpahkan
oleh Bupati.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

mengeasahkan DPA SKPD/DPPA SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD,

meamberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penenmaan dan

pengeluaran kas daerah;

melaksanakan pemungutan pajak daerah,

menetapkan SPD;
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melakukan tindakan yang mangakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran,
melaksanakan pemungutan penerimaan beban pajak;

mengadakan ikatan / perjanjian «erjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM.

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKFD yang
dipimpinnya,

mengelola barang milik daerahfkekayaan daerha yang menjadi
tanggungjawab SKPD yang dipittpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan angga,an SKPD yang dipimpinnya,

. melaksanakan tugas-tugas pengnuna anggaran/pengguna ‘parang lainnya

berdasarkan kuasa yang dilimpalhkan oleh Bupati
mertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui
Sekrataris Daerah. '

Pasal 42

Pejabat PA/PB dalem melaksanakan tugas-tugasnya dapat

melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit pada

SKPD selaku KPAJKPB.

Pelimpahan sebagaimana dinaksud pada ayat (1) berdasarkan

pertimbangan tingkatan daersh, besaran SKPD, besaran jumlah uang

yang dikelola, beban keria, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali

dan pertimbangan objektif lainnya.

Pelimpahan sebagaimana cdimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Bupati atas usul Kepala SKPD

Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beben
anggaran belanja ;

b. melaksanakan anoggaran unit kerja yang dipimpinnya,

c. melakukan pengkajian atas tagihan dan  memernntahkan
pembayaran ,

d. mengadakan ikatan / perjaniian kerjasama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan |

e menandatangani SPM-LS dan SPM-TU |

mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya ;

o melaksanakan tugas-tugas KPA lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh pejabat PA.

-

Posal 43
Pejabat PA/PB dan KPA/KFE dalam melaksanakan program dan
kegiatan menunjuk pejabat pada unit karja SKPD salaku PPTK.
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Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

pertimbangan kompetensi jebatan, anggaran kegiatan, beban kerja,

lokasi dan atau rentang kendali dan pertimbangan cbyektif lainnya.

PPTK yang ditunjuk oleh pejabat PA / PB bertanggung jawab alas

pelaksanaan tugasnya kepada PA/PB.

PPTK vyang ditunjuk oleh KPA/KPB bertanggung Jawab atas

pelaksanaan tugasnya kepada KPA/KPB.

PPTK mempunyai lugas mencaiup |

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan,

b. melaporkan perkembangar, pelaksanaan kegiatan,

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.

Dokumen anggaran setageimana dimaksud pada ayat (5) huruf c

rerupakan  dokumen administrasi  kegiatan maupun dokumen

administrasi yang terxait dengan persyaratan pembayaran yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 44
Pengelolaan Keuangan S<PD terdin atas:
PA/PE;
KPA/KFE;
PPK-SKPD;,
PPTK;
Bendahara Penerimaan;
Bendahara Pengeluaran;
Bendahara Penerimaan Permbantu;
Bendahara Pengeluaran Peinbantu;
Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji;
. Petugas akuntansi.
PA/PE mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab atas tertib
penatausahaan anggaran yann dialokasikan pada satuan kerja yang
dipimpinnya, termasuk melaku'san pemeriksaan kas yang dikelola oleh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
Kuasa Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang melaksanakan
sebagian wewenang penguina anggaran dalam  melaksanakan
program dan kegiatan SKPD dan bertanggung jawab kepada Pengguna
Anggaran.
PPK-SKPD mempunyai tugas
a. meneliti kelengkapan SPF-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang
disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui
oleh PPTK,;
b meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS
termasuk gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran;
melakukan verifikasi SPP,
menyiapkan SPM,
e. melakukan verifikasi hanan stas penerimaan,
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i melakukan akuntansi SKFD.

g. menyiapkan laporan keuangan SKPD;,

h. menandatangani pengesaban SKPD.

PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan nenenmaan daerah, bendahara atau PPTK.
Dalam melaksanakan tugas, PPK-SKPD dibantu oleh staf yang
melaksanakan fungsi perbendaharaan, verifikasi, alwntansi dan
laporan

Bendahara Penerimaan meinpunyai tugas menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawaban uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKFPD yang
bersangkutan

Dalam melaksanakan tugasnya, bendahara penerimaan dapat dibantu
oleh bendahara penerimaan pembantu yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati

Bendahara Pengeluaran mempunyal tugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan dan mempertangungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan-APBD pada
SKPD yang bersangkutan. )

Dalam melaksanakan tugasnys, bendahara pengeluaran dapat dibantu
oleh Bendahara pengeluaran pembantu dan Bendahara pengeluaran
pambantu gaji vang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Dalam melaksanakan fugasnva bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu dapat dibantu cleh petugas akuntansi, staf
administrasi, pembuat daftar gaji dan pembuat laporan gaji yang
ditetapkan oleh kepala SKPD.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara
langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta
membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank
atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Masal 45
Apabila PPTK belum memiliki Serifikal Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa maka PA boleh menunjuk PPE.
Apabila PPTK sudah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/.lasa maka PPTK dapa. merangkap menjadi PPK yang ditunjuk
melalui Keputusan Pengguna Anggaran.
Apsbila sampai dengan Tahur 2012 dalam suatu SKPD belum ada
personil yang memiliki Sertiiiat Keshlian Pengadaan Barang/Jasa,
maka "A/KPA dapat melaksanakan tugas dan kewenangan selaku
PPK.
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EAB VI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA — SKFD)

Pazal 46
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lama 3 (tiga) hari
satelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan
kepada semua kepala SKPD anar menyusun rancangan DPA-SKPD.
Rancangan DPA-SKPD tersebut merinc: sasaran yang akan dicapai,
program, kegiatan, anggarzn yang tersedia dan rencana penarikan
dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD
paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Tim Anggaran Pemerintah Oaerah (TAPD) melakukan verifikasi
rancangan DPA-SKPD bersana-sama dengan Kepala SKPD paling
lama 15 (lima belas) hari .era sejak dlte!apkannya peraturan daerah
tentang penjabaran APBD
Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPKD mengesahkan rancangan
DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretans Daerah,
DPA-SKPD yang telah disahkar sebagaimana dimaksud pada ayat (5},
disampaikan kepada Kepala S<KPD, Inspekiorat dan Badan Pemeriksa
Keuangan paling lama 7 (tujul') hari kerja sejak tanggal disahkan.
DPA-SKPD sebagaimana dimzksud pada ayat (6) digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran cleh kepala SKPD selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Pasal 47

Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun

rancangan anggaran kas SKPD.

Rancangan anggaran kas tersebut disampaikan kepada PPKD selaku

BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.

Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan

dengan pembahasan DP/\-S5KFD.

DPA-PPKD digunakan tntuk manampung

a. Pendapatan yang berasal d3n dana perimbangan dan pendapatan
hibah;

b. Belanja bunga, belanja :subsidi, belanja hibah, belanja bantuan
sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja
tidak terduga;

¢. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembayaran daerah

PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna

mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-

pengeluaran sesuai dengan rencana penarkan dana yang tercantum
dalam DPA-SKPD yang telah disahkan
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EAB VI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA — SKFD)

Pazal 46
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lama 3 (tiga) hari
satelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan
kepada semua kepala SKPD anar menyusun rancangan DPA-SKPD.
Rancangan DPA-SKPD tersebut merinc: sasaran yang akan dicapai,
program, kegiatan, anggarzn yang tersedia dan rencana penarikan
dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD
paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Tim Anggaran Pemerintah Oaerah (TAPD) melakukan verifikasi
rancangan DPA-SKPD bersana-sama dengan Kepala SKPD paling
lama 15 (lima belas) hari ..erna sejak dltE!Epk&ﬂﬂ}-‘El peraturan daerah
tentang penjabaran APBD
Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPKD mengesahkan rancangan
DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah,
DPA-SKPD yang telah disahkar sebagaimana dimaksud pada ayat (5},
disampaikan kepada Kepala S«KPD, Inspekiorat dan Badan Pemeriksa
Keuangan paling lama 7 (tujul+) hari kerja sejak tanggal disahkan.
DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran cleh kepala SKPD selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Pasal 47

Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun

rancangan anggaran kas SKPD.

Rancangan anggaran kas tersebut disampaikan kepada PPKD selaku

BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.

Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan

dengan pembahasan DP/\-SKFD.

DPA-PPKD digunakan tntuk manampung |

a. Pendapatan yang berasal dan dana perimbangan dan pendapatan
hibah;

b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan
sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja
tidak terduga;

c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembayaran daerah

PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna

mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-

pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum
dalam DPA-SKPD yang telah dizahkan
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Anggaran kas tersebut meruat perkiraan arus kas masuk l‘.rar;g'

bersumber dan penerimaan dan perkiraan kas keluar yang digunakan
guna mendanai pelaksanaan krgiatan dalam seliap pericde

Mekanisme Pengelolaan angcaran kas pemernintah daerah ditetapkan
dalam peraturan kepala daerz)

Fasal 48
Semua pengeluaran belanja atos beban APBD harus didukung dengan
bukli yang lengkag dan sah
Bukii tersebut harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang
berwenang {Pengguna Angg?rénj dan bertanggung jawab atas
webenaran matenal yang iimbu. dan penggunaan bukti itu
Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat
dilakukan sebelum rancangin peraturan dacrah tentang APBD
ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah
Pengeluaran kas tersebut tida’. termasuk untuk belanja yang bersifat
mengiket dan belanja yang oersifat wajib yang ditetapkan dalam
peraturan Bupati.
Peiaberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
dilaksanakan atas persetujuen dupati.
Penenma subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan kKeuangan
bertanggung jawab atas pengjunaan uang/barang danfalau jasa yang
diterimanya dan wajib menyampsikan laporan pertanggung jawaban
penggunannya kepada Bupati
Tata cara pemberian dan pertanggung jawaban subsidi, hibah, bantuan
sosial dan bantuan keuangan tersebut ditetapkan dalam peraturan
Bupati.
Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan
dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan
bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas
kelebihan peﬁerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah
ditutup ditetapkan dengan keputusan Bupall dan diberitahukan kepada
DPRD paling lama 1 {satu) bilan terhitung sejak keputusan tersebut
ditetapkan
Pengeluaran belanja untuk langgap darurat tersebut bardasarkan
kebutuhan yang diusulkan dan instansiflembaga berkenaan setelah
mempartimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya
tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah
didanai dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeral.
Kepala SKPD penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas
paaggunaan dana tersebutl dan wajib menyampaikan laporan realisasi
penggunaan kepada atasan larngsung dan Bupati
Tata cara pemberian dan penanggunéjawahan belanja tidak terdugs
untuk tanggap darurat tersebu* ditetapkan dalam peraturan Bupati
Bendahara pengeluaran sebajai wajib pungut pajak peghasilan (PPh)
dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan



(13)
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dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang
ditetapkan oleh Menteri keuanjan sebagai bank persepsi atau pos giro
dalam jangka wakiu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Untuk kelancaran pelaksanzan lugas SKPD, kepada pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan
yang dikelola oleh bendahara rengeluaran.

HAB Vil
MONITORING DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Menitoring

Pasal 49

Monitoring bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan permasalahan
pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah, beronentasi pada
pemecahan masalah secara lintas sektoral,
Palaksanaan monitoring sebasaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikul
a monitoring dilaksanakan awal mulai kegiatan pembangunan berjalan

sampal dengan akhir fahun anggaran, dan akan dilaksanakan

monitoring secara intens'! apabila ditermukan permasalahan d

lapangan

b. materi monitoring meliputi aspear perencansaan
penyaluran/pencairan dana pelaksanaan dan pelaporan dengan
cara membandingkan realisasi masing-masing aspek tersebut
dengan Surat Edaran ini.

¢ Metode monitoring dilaksanakan sebagai berikut |

1) Dimuiai dengan indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan
dampak), lolok ukur kinerja dan target kinerja serta
permasalahan pelaksanzan dan sistem pelaporan yang tersedia.
Kegiatan ini dilaksanahan pada akhir tahun anggaran oleh
BAPPEDA sebagai bahan evaluasi tahunan,

2) Apabila diperlukan, bagi kegiatan fisik konstruksi yang memiliki
permasalahan, dilakukan kunjungan ke lapangan secara terpadu
oleh tim yang terbag menjadi 5 {lima) Tim Monitoring dan
dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dan dikoordinir
oleh Bagian Administresi Pembangunan Setda Wonosobo yang
melibatkan berbagai unsur antara lain
a) Unsur legisiatif (DPRD Kabupaten Wonosobo),

b)  Unsur eksekuti Bupati dan Wakil Bupati Wonoscbo)
beserta unsur staff dan SKPD terkait;

¢} Kamar Dagang dan Industn (KADIN),

d) Forum Komunikasi Asosiasi Jasa Konstruksi;

g) -Lembaga Sosial Masyarakat (LSM);

f}  Persatuan Wartawon Indonesia (PWI1),

g) Unsur Perguruan [inggi.



{3) Hasil palaksanaan moritorirg sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada Bupaii

Bzgian Kedua
Rapat Koordinasi Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
Pasgal a0
Lntuk  tebih meningkatkan pemoinaan dan pengendalan pelaksanaan
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Jdiadakan Rapat Koordinasi Pengendalian
Osn Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara terpadu dan
berkala tiap bulannya yang dikoo-dinir oleh Asisten Perekonomian dan
Pambangunan Sekretaris Daerah

Bagian Ketiga
Pealaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa

Fasal 51

(1) PA/KPA/PPTK wajib melaporkan realisasi kegiatan dan keuangan dan
kegiatan Pengadaan Barang/.2s5a dengan tata cara sebagai berikut:

a. Paling lambat minggu pertarma pada bulan berikutnya PA/KPA/PPTK
diwajibkan mengirimkan 'sporan kemajuan realisasi kegiatan dan
keuangan kepada Bupali Wonoscbo cg Bagian Administras
Pembangunan Sekretarial Daerash Wonosobo dengan tembusan
BAPFPEDA, Inspeklorat <abupaten dan DPPKAD Kabupaten
Wonosobo

b Bagian Administrasi Pemba.igunan Setda Wonosobo sesual dengan
fungsinya mengolah laporan tersebut sebagal bahan pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/dasa (Eks
BOP dan BM) dalam kegizian Rapat Koordinasi Pengendalian Dan
Evaluast Pelaksanaan Penadaan Barang /Jasa

¢ Sehap laporan yang disampaikan apabila terdapatl perbedaan lebih
dari 10% (sepuluh persen) antara target kegatan dengan realisasi
kegiatan supaya dilaporkan permasalahannya.

{2} Bagian Administrasi Pembargunan Sekretariat Dasrah Wonosobo
menghimpun laporan dar kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang
bersumber dari APBD Provinci Jawa Tengah maupun APBN untuk
me nbuat laporan kemajuan rzalisasi kegiatan dan realisasi keuangan
dengan menggunakan sistim pelaporan yang telah ditentukan

(3) Untuk wegiastan APBD yang bersumber dana dari Bantuan Keuangan
Provinsi Jawa Tengah l.epada Kabupaten/Kota (eks 2P.0.A, INGUB,
BANGUB, Bantuan Sarana can Prasarana Pendidikan dan lain-lain),
SKPD yang mengelola kagistan-kegiatan tersebut disamping membuat
laporan seperti tersebut pada ayat (1) agar melengkapi dengan laporan
yang ditujukan kepada Gubermur Jawa Tengah cg. Kepala Biro
Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah



PRPTK Belum Bersertifikat

PA

FPK

PPTK

1 PPTK Suah Bersertifikat

PA/KPA

PPTK

2. Sampai dengan Tahun 2012 PA/KPA yang Belem bersertifikat dapat
bertindak selaku PPK/mengadakan perjanjian konfral.

PA/KPA

PPTK
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1. Format Keputusan Kepala SKPL selaku PAMKPA

oo '. PEMERINTAH KABUPATEN WONGOSOBO

KEPUTUSAMPA T KPA ...oviiiiiicisanicnsnas
Nomor : ...... Y .. i b B |

TENTANG

PEMBENTUKAN ULP | PEJAGAT PENGADAAN BARANGIJASA
PEKERRJAAN ........... DI SKPD ... KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2011

KEPALA ............SELAKL PAJTKPA
Menimbang . a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan
barang/jasa Tahun Anggaran 2011, sesuai dengan peraturan
perundarg-undangan maka perlu membentuk ULP / Pejabat
Pangadaan barang/ja=a di SKPD...... ....:Kabupaten Wonosobo.

b. batwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada
huruf a maka perlu menatapkan Kepulusan ., ... tentang ..

—

Mengingat . Undang-Undang Numor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Profinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1899 tentang Jasa Konstruksi
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Momor 3833);

3. Undang-undang MNomor 17 Tahun 2003 tentang HKeuangan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran Megara Republk Indonesiz
Momor 42858},

4, Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintah

perbendaharaan Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonasa

Tahun 2004 MNomor 5 Tambshan lembaran Negara Repubiik

Indonesia MNomor 425

Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan

Daeran {lembaran (lagara Republik |ndonesia Tahun 1999

Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nome 4437 sshagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Momor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua alas Undand-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahay Daerah { LNRI Tahun 2008 MNomor

59 LNRI Nomor 484 ),

6. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang pengelolaan
Barang Milik Negam / Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2076 Momor 20, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nnmor 4609,

7. Peraturan Presiden Momor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemeriiiahan;

B. Peraturan Menten Dalam MNegeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarara dan Prasarana Kera Pemenntahan
Daerah ,

th



Menalapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

2. Peraturan Menten Dalam MNegen Nomor 17 Tahun 2007 tentang °
Pedoman Taknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10, Perda Nomor 13 [ohun 2007 tentang pengelolaan keuangan
Daerah;

11. Perda Kabupaten WWonoscbo MNomor 2 Tahun 2010 tentang
pengelolaan Barany milik Daerah;

12. Perda Namor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kabupaten
Wonosobo;

13. Peraturan Dacrah Kabupaten Wonosobo Momor 10 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Momor
15);

14. Peraturan Bupati Wonosobo Momor 47 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belampa Daerah
Kabupaten Wonoscbo Tahun 2011,

MEML TUSKAN :

Membentuk ULP/Pejabat Pengadaan barangiasa di
Lingkungan PFemenntahan daerah /| SKPD R F- 141
Anggaran 2011 dengan susunan keanggeotaan ssbagaimana
tercantum pada K2pulusan imi

ULP !/ Pejabat Pengadaan barang/asa sebagaimana
dimaksud pada dikium KASATU Keputusan ini berugas
membantu PAKFPA dalam hal Pengadaan barangfjasa;

Tugas, wewenany dan tanggung jawab ULF /! Pejabat

Pengadaan sehanaimana di magsud Diktum KESATU adalah

sebagai berikuf -

a meanyusun re.azand Penyedia barang/jass;

b, menetapkan D2kumen Pengadaan;

c. mengusulkan perubahan HPS kepada PPK jika diperlukan,

d. mengusulkat perubahan spesifikasi pekerjaan kepada

PP, jika diperiukan,

menetapkan besaran Jaminan Sanggah Banding,

mengumumksn pelaksanaan Pengadaan barangjasa di

wabsite F/L/'DA masing-masing,dan Fortal Pengadaan

Masional,

g menilai  kuaifikasi Penyedia barangjasa mefalu
prakualifikasi atau pasca;

h. melakukan evaluasi adminisirasi, I&knls dan harga
terhadap penawaran yang masuk;

i. menjawab senggahan;

j- menetapkan prmenandg;

1. Pelelangon/Penunjukan Langsung untuk  paket
pengadaar, Barang/Pekerjan Konstruksi/Jasa
Lainnya sampai dengan Rp.100.000.000.000,00
[ seratus milyar rupiah );

2. SeleksiPonunjukan Langsung untuk paket pangadaan
Jasa Konsultasi sampai dengan
Rp. 10.000 000.000,00 { Sepuluh milyar rupiah );

k. menyerahkar salinan Dokumen Pemilihan Penyedia
barang/jasa ! epada PPK;
|. Pejabat Fergadaan menyarankan Dokumen  asli

Pemilihan barang/jasa kepada PA/KPA;

m. ULP menyirpan Dolumen asli  Pemilihan Penyedia
barang/jasa;

o




KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

n. Membusat laporan mengenal proses dan hasil pengadaan
kepada Pimpiran Institusi; ' :

o. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan
kegiatan Pengadaan barangfjasa kepada PASKPA,

Jangka waktu tugas ULP/Pejabat Pengadaan barangfasa
ditaksanakan selama 1 (satu) Tahun  Anggaran
berkenaan;

Segala biaya yarg dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan-
Belanja Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun Anggaran 2011,
Keputusan ini mulai bertaku pada tanggal ditetapkan,
Ditetapkan di :
padatanggal : ...............oce..

KEPALA ............SELAKU... ...........

Tembusan dizampaikan kepada Yth :

4 Arsip.
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2. Format Lampiran Keputusan Kepala SKPD ............



3. Format Keputusan Kepala SKFD selaku PAKPA

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

| A B SECRRR A e e

KEPUTUSAN PA T XPA ......coivieicnaicines

MNomor : .......0 ........ 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA [ PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

Menimbang : a.

Mengingat . 1.

SKPD......... KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2011

KEPALA ............ SELAKLU PAIKPA

bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi hasil
pelaksanaan Pengadaan baranggasa di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobe Tahun Anggaran
2011, maka peru dibentuk Panitia / Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan ........... Ji 8KPD......;

bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana lercanium
pada huruf amaka perlu menetapkan Keputusan

tentang ...

Undang-Urdang NMomor 13 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daerah-daarah Kabupaten Dalam Lingkungan Profinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 ientang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
Undang-undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
MWegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Momor 4280},

LUindang-Undann Momor 1 Tahun 2004 tentzng Pemerntah
perbendaharaan  Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor §, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1599
Momor 125 Tambahan Lembaran Megara Republik Indonasia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor- 12 Tahun 2008 tentang
Ferubahan Kedus atas Undand-Undang Nomaor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah ( LNRI Tahun 2008
Momor 59, LNEI Nomaor 43447,

Feraturan Pemerintah Momor & Tahun 2008 tentang
pengelolaan Barang Miik Negara / Daerah | Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4805,

Peraturan Presiden MNomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;

Peraturan Menten Dalam Negeri Momor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sa3rana dan Prasarana Kera Pemernntahan
Daerah |



8.

10

11.
12.

13.

14.

Menatapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

w
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tuntang Pedoman Teknis Pengelolaan Barar.g Milik Daerah:
Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan
Daerah;
Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2010 tentang
pengelolaan Baang milik Daerah;
Perca MNomor 2 lahun 2008 tentang Pemerintah Kabupaten
Wonosobo,
Peraturan Daersh Kabupaten Wonosobo MNomor 10 Tahun
2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Wonnsobo Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun
2010 Nomor 15,
Peraturan Bupah Wonoscbo Nomor 47 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Ancgaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2011;

MEMUTUSKAN |

Membentuk Paritia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di
SKPD....... Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2011
dengan susuian  keanggotaan sebagimana  terlampir
dalam Lampiran Keputusan,

Fanitia/ Pejaba' Penenma Hasil Pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas
membatu PA [ KPA dalam hal Pemeriksaan Pekerjaan;

Tugas Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah -

1. Melakukan pemeriksaan hasl pekeraan Pengadaan
barangfasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontral:;

2. Menerima hasil Pengadaan barangijasa setelah melalui
pame| ksaan/nengujian;

3. Membwuat dan menandatangani Berta Acara hasil
pekerjaan dzn serah terima barang/jasa ;

Segala blaya yang dikeluarkan sebagal akibal ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun Anggaren 2011

Keputusan ini mulal beraku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :
pada tanggal &... ..

KEPALA..........SELAKU. ............

Tembusan disampaikan kepada Yth

2
3

4 Arsip. |

4. Format Lampiran Keputusan Kepala SKPD ...

e
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 Januari 201C

Diundangkan di Wonosobo
padatanggal 11 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

V4

EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 NOMOR 1
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2. Format Lampiran Keputusan Kepala SKPD selaku PAMKPA

Lampiranl : Keputusan Kepala SKPD selaku PA/KPA
Nomor ............ | ST /2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN ULP / PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

DISKPD ........... KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2011
Mo MNama mm'-ll}kfg dalam SKPD Ket
1 2 - S 4 5
Brr Posncpimransnigs Sekretaris
= e b Anggota
" " ol T e Anggota
T Anggota 0 |
KEPALA ............SELAKU...............
Catatan:
= Keanggotaan ULP / Pejabat melibatkan unsur teknis terkait dan
" jumilah anggotanya disesuaikan dangan kebutuhan
S « Tugas ULP / Pejabat disesuaikan dengan tujuan/sasaran
pengelolaan barang/jasa
BUPATI WONOSOBO,
L

KHOLIQ ARIF
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4. Format Lampiran Keputusan Kepala SKPD selaku PAKPA

Lampiran : Keputusan Kepala SKPD selaku PA/KPA
Nomor :.........fcee... f 2011
Tanggal ©...........

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

DI SEPD ........... KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2011
Kedudukan dalam
No Nama Panitia SKPD Ket
1 2 3 4 5
V:  Vosibaamataiss Ketua | i
kT I Anggota | . .
- A [P ANDIIR | e
A P AnggotafUnsur
Teknis

Catatan;
Susunan keanggotan panitia disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing

BUPATI WON O,

H. A. KHOLIQ ARIF




